KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR
336/TU.02-Kpt/5108/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI ARSIP SUBSTANSIF DAN FASILITATIF PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

ABSTRAK: bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 336/TU.02-Kpt/5108/Sek-Kab/IX/2021
tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Substansif Dan
Fasilitatif Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng ini adalah Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523); Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka



Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 178 /PMK.05/2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); Pengaturan Menteri
Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1817); Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976); Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426); Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Non
Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019
tentang Jadwal retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701); Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-
Kpt/01/KPU/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27
September 2021.






